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ABSTRAK 

 

Pengelolaan drainase yang efektif merupakan aspek penting dalam 

mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah perkotaan. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber 

daya, koordinasi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. 

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek penggerakan 

organisasi, khususnya melalui fungsi actuating, dalam pelaksanaan program. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi actuating dalam 

pelaksanaan program pengelolaan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Sibolga. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori efektivitas serta fungsi 

actuating sebagai landasan analisis dalam menilai sejauh mana proses 

penggerakan organisasi, yang meliputi aspek pengarahan, koordinasi, motivasi, 

dan kepemimpinan, mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program 

pengelolaan drainase. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi actuating telah 

dilaksanakan melalui pemberian arahan, koordinasi antar pelaksana, serta upaya 

peningkatan motivasi kerja. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal 

karena masih terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana, serta pendekatan yang masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan dalam aspek pengelolaan sumber daya, peningkatan 

koordinasi, serta penerapan pendekatan yang lebih preventif agar tujuan program 

dapat tercapai secara maksimal. 

 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Fungsi Actuating, Pengelolaan Drainase 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan drainase yang efektif merupakan komponen krusial dalam 

manajemen tata ruang dan infrastruktur perkotaan karena secara langsung 

berkaitan dengan mitigasi risiko banjir, peningkatan kualitas lingkungan, serta 

perlindungan kesehatan masyarakat. Pengelolaan drainase perkotaan juga aspek 

penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan suatu kota dalam 

mengatasi limpasan air hujan, mencegah genangan, serta menekan risiko banjir 

bagi masyarakat dan aset publik. Fenomena banjir dan genangan air di wilayah 

perkotaan Indonesia telah berkembang menjadi masalah nasional yang semakin 

kompleks, dipicu oleh urbanisasi yang cepat, perubahan tata guna lahan, dan 

dampak perubahan iklim. Secara umum, data dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi lebih 

dari 1000 kejadian banjir, dengan kerugian ekonomi yang mencapai triliun rupiah. 

Fenomena ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, di mana pengelolaan 

drainase yang buruk sering kali menjadi penyebab utama seperti tersumbatnya 

saluran oleh sampah atau kurangnya pemeliharaan rutin sehingga menimbulkan 

perbedaan antara konsep pengelolaan drainase yang ideal yang menekankan 

pencegahan melalui infrastruktur berkelanjutan dengan praktik di lapangan yang 

masih bergantung pada respons reaktif. 
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Kota Sibolga merupakan wilayah kota yang terletak di pesisir barat 

Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 10,77 km² dan populasi sekitar 

90.000 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, 2023). Secara geografis, kota 

ini dikelilingi oleh perbukitan dan laut, yang membuatnya rentan terhadap banjir 

rob dan banjir akibat hujan. Kondisi pesisir ini diperburuk oleh aktivitas manusia 

seperti pembangunan yang tidak terkontrol dan sedimentasi sungai, yang 

mengurangi kapasitas drainase alami.  

Di tingkat regional, Sumatera Utara, khususnya kota kecil seperti Sibolga, 

tidak luput dari tantangan ini, dengan kondisi geografis pesisir yang memiliki 

topografi rendah dan curah hujan tinggi memperparah risiko genangan. Daerah 

perkotaan seperti di Kota Sibolga ini juga terdapat beberapa wilayah yang 

memiliki sistem drainase yang kurang optimal yang belum mampu untuk 

memaksimalkan fungsi drainase untuk mengalirkan aliran air langsung ke 

sungai, yang menyebabkan air tampungan drainase dapat meluap ke jalan atau 

bahkan ke rumah penduduk akibat curah hujan yang turun dengan intensitas 

yang tinggi dan laju urbanisasi yang tinggi. Fakta lapangan dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sibolga pada 2022 menunjukkan 

bahwa beberapa kelurahan mengalami genangan berulang setiap tahun, dengan 

ketinggian air mencapai 1-2 meter dan berdampak pada 500 rumah tangga 

(BPBD Sibolga, 2022). Intergovernmental Panel on Climate Change, (2022) 

menekankan bahwa wilayah seperti pesisir Sibolga  menghadapi tantangan iklim 

ekstrem akibat perubahan iklim global, termasuk kenaikan permukaan laut dan 

peningkatan frekuensi badai. Kondisi seperti ini menuntut pengelolaan drainase 
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yang adaptif dan berkelanjutan, namun implementasinya sering kali terhambat. 

Berbagai laporan dan informasi yang berkembang di masyarakat menunjukkan 

adanya hambatan serius dalam pelaksanaan program pengelolaan drainase. 

Misalnya, masih banyak saluran drainase yang tersumbat oleh sedimen dan 

sampah, genangan air yang membutuhkan waktu lama untuk surut setelah hujan 

lebat,  sumber daya manusia serta keterbatasan teknis dalam pemeliharaan 

sistem drainase yang belum berjalan secara terjadwal dan sistematis. Kondisi 

tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan pada properti, tetapi juga 

mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga memainkan peran sentral dalam 

pengelolaan drainase sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dinas ini bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

infrastruktur publik, termasuk sistem drainase. Dalam praktiknya, Dinas 

Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga mengkoordinasikan pembangunan saluran 

drainase, pemeliharaan sungai, dan program pencegahan banjir melalui anggaran 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pemerintah Kota 

Sibolga, 2023). Peran ini melibatkan kolaborasi dengan stakeholder lain, seperti 

masyarakat, swasta, dan instansi pusat, untuk memastikan keberlanjutan 

program. Namun, efektivitas peran ini sering kali diukur dari kemampuan dinas 

untuk mengintegrasikan aspek teknis dengan sosial. Wibowo (2021) 

menunjukkan bahwa dinas-dinas PU di daerah pesisir Indonesia menghadapi 

kesulitan dalam mengimplementasikan program drainase karena keterbatasan 
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kapasitas organisasional. Di Sibolga, Dinas PU tidak hanya bertugas teknis, 

tetapi juga harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan 

drainase, seperti gotong royong membersihkan saluran. Peran ini krusial untuk 

mengurangi risiko banjir, namun sering kali terganggu oleh dinamika internal 

organisasi. 

Implementasi program pengelolaan drainase di Kota Sibolga dihadapkan 

pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penurunan 

partisipasi masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan 

pentingnya drainase dan dampak banjir. Data dari Dinas PU Sibolga 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan 

drainase turun hingga 40% dalam lima tahun terakhir (Dinas PU Kota Sibolga, 

2023). Hal ini diperburuk oleh masalah manajemen internal, seperti komunikasi 

yang lemah antar unit kerja, kurangnya motivasi staf, dan koordinasi yang tidak 

efektif dengan pihak eksternal. Petugas lapangan juga belum memperoleh arahan 

teknis yang memadai, penggunaan peralatan yang masih terbatas, serta 

koordinasi antarbidang yang belum optimal.  Situasi ini memperlihatkan adanya 

ketidaksesuaian antara teori actuating yang menekankan pentingnya pengarahan, 

motivasi, serta koordinasi pegawai dengan realitas program pengelolaan drainase 

yang terjadi di Kota Sibolga.  

Fungsi actuating merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang 

mencakup upaya penggerakan operasional, komunikasi efektif, pemberian 

motivasi, serta pembinaan pegawai agar tujuan organisasi tercapai. Pergerakan 

pada dasarnya tindakan seorang pemimpin yang membimbing serta 



5 

 

mengarahkan dan menggerakkan seluruh bagian pada struktur organisasi dalam 

pelaksanaan proses manajemen sehingga tercapainya sebuah tujuan dan 

mendapatkan keberhasilan (syahputra, 2023). Dalam konteks modern, fungsi ini 

melibatkan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang efektif, 

yang penting untuk organisasi publik seperti Dinas PU. (Robbins dan Coulter, 

2020) menjelaskan bahwa actuating membantu mengatasi hambatan internal, 

seperti motivasi rendah dan koordinasi buruk, dengan memanfaatkan 

kepemimpinan dan budaya organisasi. Dalam manajemen organisasi publik, 

fungsi actuating menjadi kunci untuk mengimplementasikan program seperti 

pengelolaan drainase.  Meskipun telah banyak penelitian yang menyinggung 

efektivitas pelayanan publik atau evaluasi pengelolaan drainase, sebagian besar 

studi tersebut lebih banyak membahas aspek teknis drainase atau evaluasi umum 

manajemen infrastruktur tanpa menyoroti bagaimana fungsi actuating secara 

spesifik memengaruhi efektivitas pelaksanaan program drainase. Mutu 

implementasi program dengan menggerakkan pegawai tersebut dikenal sebagai 

fungsi actuating, dengan memberikan arahan, membangun motivasi, menjaga 

komunikasi, serta mengoordinasikan pekerjaan agar kegiatan berjalan dengan 

efektif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Fungsi Actuating dalam Pelaksanaan 

Program Pengelolaan Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana efektivitas fungsi 

actuating dalam pelaksanaan program pengelolaan drainase oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sibolga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

efektivitas fungsi actuating dalam pelaksanaan program drainase oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sibolga. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

a) Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengambilan kajian Ilmu 

Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi 

manajemen terutama fungsi actuating dalam penyelenggaraan program 

publik.  

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sibolga dalam meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program pengelolaan drainase. 

c) Manfaat Akademis  

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan 

akademis dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 
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fungsi actuating, efektivitas organisasi, maupun pengelolaan 

infrastruktur publik.  

1.5. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten 

agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dn sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab 

yang lainnya yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan Efektivitas, 

Actuating, Drainase. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka konsep, definisi konsep, 

kategorisasi, informan atau narasumber, dan lokasi penelitian.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1. Efektivitas  

 Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris effective, yang berarti 

berhasil, berdaya guna, atau mencapai sasaran yang dikehendaki. Efektivitas 

menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan atau program mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran 

seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan salah satu konsep yang 

penting dalam kajian manajemen, administrasi dan ilmu organisasi karena 

berkaitan langsung dengan keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas itu sendiri perlu untuk dipahami sebagai tingkat 

kesesuaian antara hasil nyata yang dicapai (output/outcome) dengan tujuan yang 

direncanakan, sekaligus kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya dan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan demi menjamin keberlanjutan 

operasinya. 

 Veerappan (2024) mendefenisikan efektivitas sebagai tingkat 

keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai hasil nyata sesuai tujuan 

fungsionalnya, termasuk responsivitas, ketepatan pelaksanaan, dan keberlanjutan 

hasil. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program (Mamonto 

dkk, 2022). Sementara itu menurut Putra (2023), menyatakan bahwa  efektivitas 

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 
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yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari 

segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin 

mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Ariyani dkk 

(2024), efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan seseorang 

atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  

 Dari beberapa pengertian-pengertian efektivitas di atas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi 

atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

seblumnya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan yang 

tepat, pemanfaaatan sumber daya secara optimal, serta kemampuan menghasilkan 

hasil nyata yang sesuai dengan tujuan fungsional organisasi dan memberikan 

manfaat bagi publik. 

2.1.2. Indikator Efektivitas 

 

 Indikator efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan mampu dicapai melalui pelaksanaan program atau kegiatan. 

Indikator ini berfungsi sebagai alat penilaian untuk melihat kesesuaian antara 

rencana dan hasil pelaksanaan, termasuk ketetapan proses, pemanfaatan sumber 

daya, serta dampak yang dihasilkan. Melalui indikator efektivitas, keberhasilan 

suatu program tidak hanya dinilai dari tercapainya target, tetapi juga dari kualitas 

hasil dan manfaat yang dirasakan oleh pihak yang terkait.  

 Menurut Richard M. Steers indikator efektivitas program terdiri dari :  

1. Pencapaian tujuan: Upaya yang dilakukan agar mencapai pencapaian 
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tujuan yang baik; 

2. Integrasi: Kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan; dan 

3. Adaptasi: Penyesuaian diri organisasi dalam menentukan sasaran dan 

sarana yang digunakan. 

 James L. Gibson menyebutkan lima indikator utama dalam mengukur 

efektivitas, yaitu diantaranya, 1.) Produktivitas  yaitu keberhasilan melaksanakan 

dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja Program/Kegiatan yang 

direncanakan/ditetapkan sebelumnya. 2.) Kualitas yaitu suatu keadaan yang selalu 

berubah yang melibatkan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 3.) Efisiensi yaitu rasio hasil kerja dengan 

sumber-sumber yang digunakan, biaya, tenaga, waktu. 4.) Fleksibilitas merupakan 

kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat 

berkembang dan, 5.) Kepuasan yaitu ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan.  

 Dari penjelasan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat diartikan 

bahwa indikator efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai 

tingkat keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencakup keberhasilan pelaksanaan 

program, kesesuaian antara input dan output, kemampuan organisasi beradaptasi 

terhadap perubahan, serta tingkat kepuasan yang dihasilkan dari pelaksanaan 

kegiatan.  

2.2. Actuating 

 

 Actuating atau fungsi penggerak berasal dari kata actuate yang berarti 
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menggerakkan, mengarahkan, atau mendorong. Actuating atau fungsi 

penggerakan dapat diartikan sebagai upaya manejerial untuk mengarahkan, 

mendorong, dan memotivasi seluruh anggota agar bersedia dan mampu 

melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

 Actuating atau pergerakan pada dasarnya tindakan seorang pemimpin 

yang membimbing serta mengarahkan dan menggerakkan seluruh bagian pada 

struktur organisasi dalam pelaksanaan proses manajemen sehingga tercapainya 

sebuah tujuan dan mendapatkan keberhasilan (syahputra, 2023). Sementara itu 

menurut Darsa (2022) actuating atau manajemen pelaksanaan tidak lain 

merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, yaitu 

dengan cara melakukan serangkaian kegiatan pengarah dan pemotivasian agar 

setiap karyawan atau anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai 

dengan peran, tugas, dan tanggungjawabnya masing-masing. 

 Luqman (2023) mengatakan bahwa actuating adalah upaya seseorang 

pemimpin buat mengusahakan supaya seluruh anggota organisasi berusaha 

mencapai tujuan yang sesuai menggunakan apa yang telah direncanakan, melalui 

pengarahan dan kata-kata motivasi agar setiap individu bisa melaksanakan 

kegiatan secara maksimal sesuai menggunakan tugas serta tanggung jawabnya 

untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah menjadi rencana dan konvensi 

bersama. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

actuating atau fungsi penggerakan merupakan tahap penting dalam manajemen 
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yang berfokus pada penggerakan seluruh elemen organisasi agar mampu bekerja 

secara selaras menuju pencapaian tujuan bersama. Tahap ini menekankan peran 

pemimpin dalam memberikan arahan, motivasi, dan dorongan kepada setiap 

anggota organisasi supaya rencana yang telah disusun dapat diwujudkan melalui 

pelaksanaan kerja yang efektif dan tanggung jawab yang optimal. 

2.2.1. Fungsi Actuating 

 

 Fungsi actuating adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan yang terdiri dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan 

agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya 

yang berhubungan dengan manusia dengan segala jenis kebutuhannya (Harfi, 

2024). Menurut Kholik dkk, (2023) fungsi pokok penggerakan (actuating) di 

dalam manajemen adalah: 

a. Mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi 

pengikut; 

b. Menaklukkan gaya tolak sesorang; 

c. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan 

lebih baik 

d. Mendapatkan, memelihara dan menumpuk kesetiaan pada pimpinan, tugas 

dan organisasi tempat mereka bekerja; 

e. Menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap Tuhan nya, Negara dan masyarakat. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, fungsi 

actuating merupakan tahapan manajemnen yang berperan penting dalam 
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mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui proses pengarahan, 

pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada seluruh anggota organisasi. 

Fungsi ini menekankan peran pimpinan dalam mempengaruhi dan menggerakkan 

individu agar bersedia bekerja secara optimal sesuai dengan potensi, tugas, dan 

tanggung jawabnya masing-masing. 

2.3. Drainase 

 
 Kata drainase berasal dari bahas Inggris “drainage”, yang berakar dari 

kata kerja “to drain”, artinya “mengeringkan” atau “mengalirkan air”. Istilah ini 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi drainase, yang 

penggunannya merujuk pada jaringan atau system yang berfungsi mengalirkan air 

dari suatu tempat ke tempat lain secara terkendali. Drainase adalah bagian penting 

dari system infrastruktur perkotaan yang bertujuan menjaga keseimbangan air di 

lingkungan, mencegah banjir, serta mendukung kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat. Drainase mencakup aspek yang dimulai dari perencanaan, 

pembangunan, pemeliharaan, hingga pengelolaaan system aliran air.  

 Drainase dapat diartikan sebagai tindakan teknis untuk mengurangi 

jumlah air yang berlebih, baik dari hujan, rembesan, ataupun kelebihan air irigasi 

di suatu area, sehingga fungsi area tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak 

terganggu (Paska, 2025). Menurut Hani (2023) Drainase adalah salah satu dri 

tindakan teknis yang memiliki maksud atau tujuan untuk mengatasi kelebihan air 

yang disebabkan oleh curah hujan atau genangan air buangan dimana mempunyai 

beberapa cara seperti mengalirkan air, menguras air, meresapkan air maupun 

membuang air maupun dengan usaha atau cara lainnya dengan tujuan untuk 
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memperbaiki atau meningkatkan fungsi dari drainase tersebut maupun untuk 

alasan keselamatan. 

  Dari berbagai pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

Drainase merupakan upaya teknis yang dirancang untuk mengendalikan dan 

mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan, baik yang bersumber dari air hujan, 

rembesan, maupun kelebihan air irigasi 

2.3.1. Jenis-Jenis Drainase 

 

 Jenis-Jenis Drainase terbagi atas: 

a. Menurut Letak Bangunan 

1) Drainase permukan tanah (surface drainage) Saluran drainase yang 

berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air 

limpasan permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa Open 

chanel flow.  

2) Drainase bawah permukaan tanah (subsurface drainage) Saluran 

drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan 

melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa). Dikarenakan 

alasan-alasan tertentu, antara lain: tuntutan artisctic, tuntutan 

fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran 

dipermukan tanah, seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, 

taman dan lain-lain. 

b. Menurut fungsi 

1) Single porpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu 
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jenis air buangan, misalkan air hujan saja atau air buangan lain 

seperti limbah domestic, air limbah industry dan lain-lain. 

2) Multi porpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa 

jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian.  

c. Menurut konstruksi 

1) Saluran terbuka, yaitu saluran pengaliran yang bersifat terbuka, 

yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak didaerah 

yang mempunyai luasan cukup, atau air limpasan yang tidak 

membahayakan kesehatan dan tidak mengganggu lingkungan.  

2) Saluran tertutup, yaitu saluran yang mempunyai aliran tertutup, 

pada umumnya sering dipakai untuk aliran air kotor (air yang 

mengganggu kesehatan lingkungan) atau untuk saluran yang 

terletak ditengah kota (Pahude, 2022). 

2.3.2. Sistem Drainase Perkotaan 

 

 Dalam PERMEN PU NO.12/PRT/M/2014 dalam Pasal 5 disebutkan 

bahwa :  

1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: 

a. Sistem teknis; dan 

b. Sistem non teknis. 

2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan jaringan drainase perkotan yang terdiri dari saluran 

induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local, bangunan 
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peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang 

berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. 

3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan dukungan terhadap system teknis drainase 

perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan 

perundang-undangan, institusi, sosial ekonomidan budaya, dan kesehatan 

lingkungan pemukiman. 

4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dapat berupa sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi 

sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah 

tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan. 

2.3.3. Pengelolaan Drainase 

 

 Pengelolaan drainase adalah cara untuk mengatur aliran air agar tidak 

menimbulkan genangan atau banjir di suatu wilayah. Kegiatannya meliputi 

membuat, merawat, dan mengendalikan saluran agar air bisa mengalir dengan 

lancar ke tempat pembuangan. Pengelolaan drainase tidak hanya membuat 

saluran, tetapi juga memastikan sistemnya tetap berfungsi dengan baik dan tidak 

merusak lingkungan sekitar.  

 Menurut Wulandari (2020) Pengelolaan drainase merupakan proses suatu 

pemeliharaan saluran drainase agar tidak terjadi permasalahan. Perlu adanya 

pengelolaan yang dapat dianggap sebagai aktivitas untuk pemeliharaan hasil yang 

dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. 
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  Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 

Pengelolaan drainase perkotaan diatur dalam Permen PUPR No. 12/PRT/M/2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan pada Pasal 20. 

1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi 

Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih. 

2) Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier 

menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. 

3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan local, menjadi 

tanggung jawab pengelola kawasan. 

4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman 

yang dibangun oleh pelaku pembangun menjadi tanggung jawab pelaku 

pembangun dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan. 

5) Pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen 

Lingkungan. 

 Menurut Desrimon (2024) pengelolaan drainase yang baik sangat penting 

untuk mendukung kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko kerusakan 

infrastruktur, dan mencegah pencemaran lingkungan.   

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan drainase merupakan upaya untuk mengatur dan memelihara system 

aliran air agar berfungsi dengan baik sehingga mencegah terjadinya genangan dan 

banjir. Pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai aturan 

berperan penting dalam menjaga lingkungan, melindungi infrastruktur, serta 
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mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. 

2.4. Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan 

Air Minum 

 

 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2017 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga BAB IV Tugas dan Fungsi Bagian 

Ketiga Pasal 11: 

1) Seksi Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan penyehatan lingkungan 

permukiman dan air minum 

2) Seksi Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengembangan system dan pengelolaan 

persampahan regional; 

b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system air limbah 

domestic regional; 

c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system drainase 

yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kota; 

d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas 

Daerah Kota; 

e. Melaporkan hasil pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman 
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dan air minum; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian, metode memiliki peran yang sangat penting 

karena menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh proses penelitian agar hasil 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian inilah yang 

nantinya sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah yang terarah mulai 

dari proses perancangan, pengumpulan data, hingga analisis serta penafsiran hasil. 

Dengan memahami cara tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih 

jelas mengenai arah dan pendekatan penelitian yang dilakukan.Selain itu, 

pemahaman ini juga membantu agar proses analisis data menjadi lebih sistematis 

dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumya. 

 Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif diarahkan 

untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan 

dengan menekankan pada proses, makna, serta dinamika yang muncul dalam 

pelaksanaan suatu program. Menurut Syafrizal & Martinelly (2023) metode 

deskriptif dengan analisis kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang 

diteliti menggunakan pengamatan untuk menggambarkan keadaan objek yang 

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Juga digunakan proses wawancara 

secara langsung kepada informan terpilih  

 Izharsyah (2022) mendefenisikan pendekatan deskriptif dengan analisis 
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kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat.  

 Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana focus utama 

pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya (Amrizal, 2022). 

3.2. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

 

Efektivitas Pengelolaan 

Program Drainase 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

  Fungsi Actuating:  

a. Mempengaruhi seseorang. 

b. Mengatasi penolakan. 

c. Mendorong pelaksanaan tugas 

secara optimal. 

d. Menumbuhkan dan menjaga 

kesetiaan. 

e. Menanamkan rasa tanggung 

jawab.  

Program Drainase Oleh 

Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sibolga 
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3.3. Defenisi Konsep 

 

  Definisi konsep adalah sebuah penjelasan mengenai makna suatu konsep 

yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. 

Defenisi konsep merupakan penjelasan mengenai makna konsep konsep utama 

yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. 

Defenisi ini bertujuan untuk memperjelas batasan konsep sehingga pembahasan 

penelitian menjadi terarah dan sistematis. 

Berdasarkan defenisi tersebut maka defenisi konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dari suatu program dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari ketepatan pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan 

sumber daya secara optimal, serta kemampuan menghasilkan output dan 

outcome yang sesuai dengan tujuan organisasi.  

b.  Fungsi Actuating adalah tahapan manajemen yang berperan dalam 

menggerakkan rencana menjadi tindakan nyata melalui proses pengarahan, 

pembimbingan, serta pemberian motivasi kepada aparatur. Fungsi ini 

menekankan peran pimpinan dalam memengaruhi dan mendorong individu 

agar bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal 

sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. 

c.  Pengelolaan Drainase merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatur, 

memelihara, dan mengembangkan system aliran air agar dapat berfungsi 

secara optimal dalam mencegah terjadinya genangan dan banjir. Pengelolaan 



23 

 

drainase yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan berperan penting 

dalam menjaga kondisi lingkungan, melindungi infrastruktur perkotaan, serta 

meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. 

d. Dinas Pekerjaan Umum merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung 

jawab utama dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta 

mengevaluasi pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, 

jaringan irigasi, dan system drainase. Lembaga ini berperan memastikan 

seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai standar teknis, efisien dalam 

penggunaan anggaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakatdan arah 

kebijakan pemerintah daerah. 

3.4. Kategorisasi Penelitian 

 

  Kategorisasi ini digunakan untuk mengukur suatu variabel dari penelitian 

sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi ini berfungsi sebagai 

pedoman dalam melihat efektivitas fungsi actuating dalam pengelolaan program 

drainase. Dalam penelitian ini, kategorisasi yang digunakan meliputi 
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Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian 

No. Konsep Teoritis Kategorisasi Penelitian 

1. Efektivitas fungsi actuating a.  Kesesuaian pelaksanaan dengan 

tujuan 

b. Pemberihan arahan dan instruksi 

kerja. 

c. Koordinasi antar pelaksana 

program. 

d. Motivasi dan dorongan kerja 

pegawai. 

e. Kepemimpinan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

2. Pelaksanaan program a. Kesiapam sumber daya manusia. 

b. Ketersediaan sarana dan 

prasarana. 

c. Pelaksanaan kegiatan lapangan. 

d. Pemeliharaan dan pengawasan 

drainase.  

e. Dampak program terhadap kondisi 

drainase. 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025 

Berdasarkan tabel diatas, yang dimaksud dengan kategorisasi adalah: 

1. Efektivitas fungsi actuating 

a. Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan, yaitu tingkat keselarasan antara 

kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan program pengelolaan 

drainase. 

b. Pemberian arahan dan instruksi kerja, yaitu kejelasan perintah dan 

petunjuk kerja yang diberikan pimpinan kepada pelaksana program. 

c. Koordinasi antar pelaksana program, yaitu kerja sama antar unit, 

bidang, dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan drainase. 

d. Motivasi dan dorongan kerja pegawai, yaitu upaya pimpinan dalam 

meningkatkan semangat dan tanggung jawab kerja pegawai. 

e. Kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu peran pimpinan 
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dalam mengendalikan, mengarahkan, dan memastikan kegiatan berjalan 

sesuai rencana. 

2. Pelaksanaan program pengelolaan drainase 

a. Kesiapan sumber daya manusia, yaitu kemampuan dan jumlah pegawai 

yang terlibat dalam pelaksanaan program. 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu alat, bahan, dan fasilitas 

pendukung pengelolaan drainase. 

c. Pelaksanaan kegiatan lapangan, yaitu realisasi pekerjaan seperti 

pembersihan, perbaikan, dan normalisasi drainase. 

d. Pemeliharaan dan pengawasan drainase, yaitu upaya menjaga 

keberlanjutan fungsi drainase setelah program dilaksanakan. 

e. Dampak program terhadap kondisi drainase, yaitu perubahan kondisi 

drainase setelah program dilaksanakan, seperti kelancaran aliran air dan 

pengurangan genangan. 

3.5. Informan 

 

  Informan merupakan individu yang menyampaikan informasi, keterangan, 

atau data terkait isu yang sedang diteliti (Putri, 2020). Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Mereka adalah Kepala 

Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, Penyehatan lingkungan pemukiman dan 

air minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga 1 orang, Kepala Seksi 

Perencanaan Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan air 

minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga 1 orang, dan staf/pelaksana Dibas 

Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebanyak 2 orang.   
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 

penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

sumber utama di lapangan melalui interaksi langsung dengan pihak yang 

diteliti. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada setiap 

informant yang telah ditentukan dan FGD (Saleh dkk, 2023). Data ini 

dikumpulkan sesuai kebutuhan penelitian sehingga informasi yang diperoleh 

bersifat actual, spesifik, dan mencerminkan kondisi nyata yang terjadi, baik 

melalui wawancara, observasi, maupun keterlibatan langsung peneliti dalam 

proses pengumpulan data. Menurut Endang (2021) data primer adalah data 

yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah 

tersedia sebelumnya. Data digunakan sebagai bahan pendukung data utama 

untuk memperkuat analisis penelitian, seperti dokumen resmi, laporan 

instansi, arsip, buku, jurnal, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan 

dikumpulkan oleh pihak lain (Endang, 2021). 

3.7. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses 
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sistematis yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data untuk memahami 

makna, pola, serta hubungan antar variabel yang diteliti. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan awal dalam analisis data kualitatif yang 

bertujuan untuk menyederhanakan, memusatkan, memilih dan memfokuskan 

data mentah yang diperoleh dari lapangan agar menjadi lebih teratur dan 

relevan terhadap focus penelitian. Menurut Rahmani (2025) reduksi data yaitu 

data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, 

laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, yaitu proses 

menyusun dan menampilkan data yang telah difokuskan dalam bentuk yang 

sistematis sehingga dapat mempermudah peneliti dan pembaca dalam 

memahami konten data secara menyeluruh. Penyajian data adalah proses 

pemberian sebuah informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan 

(Rahmani, 2025). 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan adalah proses di mana peneliti mulai 

mengintrepretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, 

hubungan antarkonsep, serta jawaban atas rumusan masalah penelitian. 

Menurut Fitriyana dkk (2022) penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir 
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dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data 

tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai, tahapan ini bertujuan 

untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. 

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

  Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dan waktu penelitian ini 

dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Maret 2026. 

3.9.     Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 

a. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga merupakan 

salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Sibolga yang memiliki 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. Instansi ini berperan penting dalam perencanaan, pembangunan, 

serta pengelolaan infrastruktur daerah seperti jalan, drainase, sumber daya air, dan 

penataan tata ruang wilayah Kota Sibolga.  

Secara Kelembagaan, dinas yang menangani bidang pekerjaan umum di Kota 

Sibolga telah ada sejak lama dalam bentuk Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun, 

perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) mulai diterapkan setelah adanya kebijakan penataan perangkat daerah 

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. 
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b. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Sibolga berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga 

No. 6 Tahun 2017 Pasal 2  

1) Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

c. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Sibolga berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota 

Sibolga No. 6 Tahun 2017 Pasal 3 

1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:  

a) Dinas; 

b) Sekretariat; 

c) Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan 

Air Minum; 

d) Bidang Bina Marga; 

e) Bidang Cipta Karya; 

f) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; 
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g) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

h) Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari : 

a) Sekretariat, terdiri dari : 

1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan  

2)  Subbagian Program dan Keuangan. 

b) Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air 

Minum, terdiri dari : 

1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan 

Permukiman dan Air Minum ; 

2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; 

3) Seksi Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air 

Minum; 

c) Bidang Bina Marga, terdiri dari : 

1) Seksi Perencanaan Bina Marga; 

2) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan; 

3) Seksi Alat Berat dan Perbengkelan; 

d) Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 
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1) Seksi Perencanaan Cipta Karya; 

2) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 

Strategis; 

3) Seksi Jasa Konstruksi; 

e) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri dari; 

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan; 

2) Seksi Penataan Ruang; 

3) Seksi Pertanahan; 

3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Walikota. 

4) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat fungsional yang 

dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional, berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

d. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  

Sibolga 

1) Sekretariat 

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas. Sekretariat 
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pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga 

membawahi 2 (dua) kepala Sub Bagian yang terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan 

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi umum, 

melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, 

barang milik daerah dan barang milik negara di lingkungan dinas. 

b) Sub Bagian Program dan Keuangan 

Mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan 

rencana kerja dan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

program dan keuangan serta melakukan penatausahaan dan 

penatalaksanaan keuangan di lingkungan dinas. 

2) Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air 

Minum 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang sumber daya air, penyehatan lingkungan permukiman dan air 

minum 

3) Bidang Bina Marga 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang bina marga. 
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4) Bidang Cipta Karya 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang cipta karya. 

5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penataan 

ruang dan bidang pertanahan. 

6) UPTD Pengelolaan Air Limbah 

UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Sibolga membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga mempunyai 

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan 

ruang dan bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan 

bidang pertanahan; 

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan 

bidang pertanahan; 
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3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan 

ruang dan bidang pertanahan; 

4) Pelaksanaan administrasi dinas; 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh penulis selama 

melakukan penelitian mengenai efektivitas fungsi actuating dalam pelaksanaan 

program pengelolaan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga. Data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan 

4 orang  informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program 

tersebut diantaranya 1 orang Kepala Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan 

Lingkungan Permukiman dan Air Minum, 1 orang Kepala Seksi Sumber Daya 

Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum, dan 2 orang 

staff/pelaksana Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air 

Minum. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 

lebih mendalam terkait pelaksanaan fungsi actuating dalam program pengelolaan 

drainase. Informasi yang diperoleh dari para informan kemudian digunakan 

sebagai data utama dalam penelitian ini. Data tersebut berupa penjelasan, 

pendapat, serta pengelaman para informan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

program pengelolaan drainase di Dinas Pekerjan Umum Kota Sibolga. 
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4.1.1. Deskripsi Informan 

 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti 

dengan informan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan focus 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara 

individual dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun 

sebelumnya. 

 

    Tabel 4. 1 Informan berdasarkan Nama, Jabatan, Usia, dan Lama Bekerja 

No Nama Jabatan Usia Lama 

Bekerja 

1 Riwansyah, 

S.T., M.M 

Kepala 

Bidang 

39 Tahun 12 Tahun 

2 Rejeki Parulian 

Sihombing, 

S.T 

Kepala Seksi 48 Tahun 16 Tahun 

3 Windy Pratiwi, 

S.T 

Pelaksana 31 Tahun 7 Tahun 

4 Nelmi Saftari 

Tanjung 

Pelaksana 39 Tahun 12 Tahun 

   Sumber: Hasil Wawancara, 2026 

Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada masing-masing 

informan secara terpisah agar data yang diperoleh lebih jelas dan sesuai 

dengan pengalaman serta pengetahuan infroman mengenai objek 

penelitian. Selanjutnya, informan dalam penelitian ini juga dikelompokkan 
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berdasarkan karakteristik untuk memudahkan penyajian data sebagai 

berikut: 

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Informan dibagi menjadi dua, yaitu informan yang berjenis 

kelamin laki-laki dan informan yang berjenis kelamin perempuan. 

Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing masing 

kategori: 

Tabel 4. 2 Persentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi 

1 Laki-laki 3 

2 Perempuan 1 

 Jumlah 4 

  Sumber: Hasil Penelitian, 2026 

  Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas 

informan berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 

orang. Sedangkan 1 orang informan berjenis kelamin perempuan. 

b. Informan Berdasarkan Usia 

Informan berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu: informan dengan usia 40- 50 tahun dan 30-40 tahun. 

Pada tabel 4.3 akan disajikan persentase informan berdasarkan usia 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 Persentase Informan Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi 

1 40-50 1 

2 30-40 3 

 Jumlah 4 

  Sumber: Hasil Penelitian, 2026 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan 

dengan usia 40-50 tahun adalah sebanyak 1 orang. Sedangkan 

informan dengan usia 30-40 tahun sebanyak 3 orang. 

c. Informan Berdasarkan Lama Bekerja 

Informan berdasarkan lama bekerja dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 bagian, yaitu informan dengan lama bekerja 15-20 tahun 

dan 5-15 tahun. Pada tabel 4.4 akan disajikan persentase informan  

berdasarkan lama bekerja: 

Tabel 4. 4 Persentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja 

No Lama Bekerja Frekuensi 

1 10-20 Tahun 2 

2 1-10 Tahun 2 

 Jumlah 4 

  Sumber: Hasil Penelitian, 2026 

  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan 

dengan lama bekerja 10-20 tahun adalah sebanyak 2 orang dan 1-

10 tahun sebanyak 2 orang. 
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4.1.2. Efektivitas Fungsi Actuating Dalam Pelaksanaan Program 

Pengelolaan Drainase 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil wawancara yang telah 

dilakukan saat penelitian berlangsung. Berikut akan disajikan hasil 

wawancara yang telah dilakukan kepada informan terkait permasalahan 

yang dibahas oleh penulis untuk menjawab fenomena yang diteliti 

berdasarkan kategorisasi penelitian: 

1. Efektivitas Fungsi Actuating 

a. Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan 

  Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 5 Februari 

2026 dengan Bapak Riwansyah ST. MM selaku Kepala Bidang Sumber 

Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman Dan Air Minum, 

diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program pengelolaan 

drainase pihak dinas berupaya memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal tersebut dilakukan melalui 

berbagai langkah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung di lapangan. Menurut beliau, upaya yang dilakukan 

tidak hanya terbatas pada pengawasan administrasi, tetapi juga dilakukan 

secara langsung di lokasi pekerjaan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

dipantau secara lebih jelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Riwansyah ST., MM dalam wawancara tersebut bahwa: 
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  ”Untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana, 

kami melakukan pengawasan langsung ke lapangan dan meminta 

laporan perkembangan pekerjaan secara berkala. Komunikasi antar 

tim juga terus kami jaga agar tetap berjalan dengan baik. Selain itu, 

setiap perkembangan pekerjaan didokumentasikan sebagai bahan 

evaluasi.”     

  Lebih lanjut Bapak Riwansyah ST., MM selaku Kepala Bidang 

menjelaskan bahwa laporan perkembangan pekerjaan menjadi salah satu 

indikator dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan 

sesuai dengan rencana. Melalui laporan tersebut, pihak dinas dapat 

mengetahui kemajuan pekerjaan serta kendala yang dihadapi selama 

proses pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dokumentasi juga digunakan 

dalam laporan perkembangan pekerjaan sebagai bahan evaluasi. Dengan 

demikian, apabila terdapat hambatan, pihak dinas dapat segera mengambil 

langkah perbaikan agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan.  

  Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2026 

dengan Bapak Nelmi Saftari Tanjung selaku staff/pelaksana. Dalam 

wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa secara umum 

pelaksanaan program drainase telah berjalan dengan cukup baik, meskipun 

masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar tujuan program 

dapat tercapai secara maksimal. Sebagaiman yang disampaikan oleh beliau 

dalam wawancara sebagai berikut: 

  “Program kerja drainase yang sedang dilaksanakan saat ini sudah 

menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencapai target yang 
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telah ditetapkan sehingga masih diperlukan peningkatan upaya 

agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.” 

  Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan 

program pengelolaan drainase telah berjalan dan menunjukkan adanya 

perkembangan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu 

diperbaiki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi lapangan, keterbatasan 

sumber daya, maupun kendala teknis lainnya yang mempengaruhi proses 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Pemberihan arahan dan instruksi kerja 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2026 

dengan Bapak Rejeki Parulian Sihombing, ST selaku Kepala Seksi 

Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum 

mengenai pemberihan arahan dan instruksi kerja dalam pelaksanaan 

program drainase, diperoleh informasi bahwa pihak dinas berupaya 

meminimalisir terjadinya kesalahan komunikasi terutama yang berkaitan 

dengan spesifikasi teknis pekerjaan di lapangan. Hal ini dilakukan melalui 

berbagai bentuk koordinasi serta penyampaian informasi yang jelas kepada 

para staf maupun pelaksana kegiatan. Dalam wawancara tersebut beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Untuk menghindari miskomunikasi terkait spesifikasi teknis di 

lapangan, kami rutin mengadakan rapat koordinasi untuk 

menyampaikan instruksi kerja kepada staf/pelaksana. Selain itu, kami 

juga menyiapkan dokumen yang berisi penjelasan teknis dan instruksi 

kerja guna sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.” 
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Lebih lanjut Bapak Rejeki Parulian Sihombing, ST selaku Kepala 

Seksi menjelaskan bahwa dalam menyampaikan informasi dan instruksi 

kerja mereka memanfaatkan grup Whatsapp untuk menyampaikan 

informasi serta instruksi kerja secara cepat. Sebelumkegiatan dilaksanakan 

mereka juga melakukan briefing terkait teknis pekerjaan dan prosedur 

kerja di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Windy Pratiwi, ST pada 

tanggal 4 Februari 2026 selaku staf/pelaksana kegiatan yang menyatakan 

bahwa instruksi kerja yang diberikan oleh atasan pada umumnya telah 

dijelaskan secara rinci sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini bertujuan 

agar para pelaksana dapat memahami pekerjaan yang akan dilakukan serta 

mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

beliau dalam wawancara sebagai berikut: 

“Biasanya sebelum turun ke lapangan, instruksi dari atasan sudah 

dijelaskan dengan cukup jelas sehingga kami bisa memahami apa 

yang harus dikerjakan. Instruksi tersebut sudah dipertimbangkan 

secara detail, termasuk kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. 

Namun,  jika terjadi kendala tertentu atau perubahan, atasan akan 

memberikan arahan tambahan. Misalnya, terkait penggunaan alat 

berat untuk membersihkan saluran yang tersumbat. Atau mengubah 

focus pekerjaan untuk terlebih dahulu memperbaiki pipa yang bocor.” 

c. Koordinasi antar pelaksana program  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2026 

dengan Bapak Rejeki Parulian Sihombing ST selaku Kepala Seksi Sumber 

Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Air Minum 
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mengenai koordinasi antar pelaksana program dalam pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan drainase, diperoleh informasi bahwa koordinasi antara tim 

perencanaan dan tim pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan secara 

berkelanjutan. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa:  

“Untuk menjaga koordinasi antar tim, kami biasanya mengadakan 

rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan pekerjaan 

dan kendala yang dihadapi. Selain itu, kami juga memanfaatkan grup 

WhatsApp untuk berbagi informasi dan dokumen terkait pekerjaan. Kami 

juga meminta laporan perkembangan secara berkala. Tim perencanaan 

juga turun langsung ke lapangan untuk memantau agar pekerjaan tetap 

berjalan sesuai rencana.” 

Kemudian Bapak Rejeki Parulian Sihombing ST selaku Kepala Seksi  

menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi tidak hanya 

dilakukan secara formal melalui rapat, tetapi juga melalui komunikasi 

yang bersifat fleksibel. Hal ini bertujuan agar setiap informasi, kendala 

yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut dapat segera diketahui oleh 

seluruh pihak yang terlibat seperti, tim pelaksana dan tim perencana,  

Hal serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Nelmi 

Saftari Tanjung  pada tanggal 4 Februari 2026 selaku pelaksana kegiatan 

di lapangan yang menyatakan bahwa koordinasi antar anggota tim menjadi 

hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut beliau, 

pembagian tugas yang jelas kepada setiap anggota tim dilakukan agar 

setiap orang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh beliau dalam wawancara sebagai berikut:  
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“Dalam tim di lapangan, kami memastikan setiap anggota 

memahami tugasnya masing-masing agar pekerjaan tidak tumpang 

tindih. Pembagian tugas dilakukan dengan jelas supaya semua 

berjala sesuai rencana. Kami juga memantau perkembangan 

pekerjaaan secara rutin. Jika ada kendala, biasanya kami 

koordinasika dulu dalam tim, kemudian baru melapor ke atasan 

untuk arahan lebih lanjut.” 

d. Motivasi dan dorongan kerja pegawai 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 Februari 2026 

dengan Bapak Riwansyah ST., MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya 

Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Air Minum mengenai 

upaya dalam menjaga motivasi serta semangat kerja pegawai, diperoleh 

informasi bahwa pimpinan berusaha menciptakan suasana kerja yang 

kondusif agar pegawai tetap memiliki semangat dalam melaksanakan 

tugasnya. Menurut beliau, motivasi kerja pegawai sangat penting karena 

berkaitan langsung dengan kinerja serta kelancaran pelaksanaan program 

yang sedang dijalankan. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan 

bahwa: 

“Untuk menjaga motivasi kerja pegawai, kami memberikan apresiasi 

atas kerja keras mereka. Kami juga menjaga komunikasi yang 

terbuka agar bisa memahami kebutuhan pegawai. Selain itu, kami 

berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

Mengingat pekerjaan di lapangan cukup beresiko, kami juga 

memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja. Termasuk memberikan 

dukungan seperti suplemen kesehatan secara berkala.” 

Lebih lanjut Bapak Riwansyah ST., MM selaku Kepala Bidang juga 

menjelaskan bahwa upaya peningkatan motivasi ntidak hanya dilakukan 

melalui pemberihan arahan, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih 

humanis, seperti membangun komunikasi yang terbuka dan transparan 
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antara pimpinan dan pegawai. Hali ini bertujuan agar pimpinan dapat 

memahami kondisi, kebutuhan, serta kendala yang dihadapi pegawai 

selama melaksanakan tugas.  

Pendapat yang serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan 

Ibu Windy Pratiwi, ST pada tanggal 4 Februari 2026 selaku 

staff/pelaksana kegiatan yang menyatakan bahwa pimpinan sering 

memberikan dorongan serta apresiasi kepada pegawai sebagai bentuk 

motivasi dalam bekerja. Menurut beliau, dukungan yang diberikan oleh 

pimpinan dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau 

dalam wawancara sebagai berikut: 

“Pimpinan biasanya  memberi apresiasi dan motivasi kepada kami, 

seperti pujian atas kerja tim. Kami juga mendapat dukungan untuk 

mengingkatkan kinerja. Selain itu, kami diberi kesempatan 

mengikuti pelatihan. Pegawai di lapangan juga mendapat suplemen 

kesehatan secara berkala.” 

e. Kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan  

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Riwansyah ST., MM pada tanggal 5 Februari 2026 selaku Kepala Bidang 

Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Air Minum 

mengenai kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

drainase, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan seringkali muncul berbagai kendala yang memerlukan 

pengambilan keputusan secara cepat. Oleh karena itu, pimpinan 
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memberikan kepercayaan kepada tim pelaksana di lapangan untuk dapat 

mengambil keputusan awal apabila terjadi kondisi yang mendesak selama 

proses pekerjaan berlangsung. Dalam wawancara tersebut beliau 

menyampaikan bahwa: 

  “Dalam situasi tertentu, terutama saat ada kendala mendadak di 

lapangan, saya memberi kewenangan kepada tim untuk mengambil 

keputusan cepat. Namun komunikasi dengan atasan tetap dijaga 

agar tetap sesuai arahan. Biasanya tim juga melakukan analisis 

singkat untuk menentukan solusi. Jika kondisi berubah, rencana 

pekerjaan bisa disesuaikan.” 

  Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Windy Pratiwi ST pada 

tanggal 4 Februari 2026 selaku staff/pelaksana juga menjelaskan bahwa 

gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan lebih 

menekankan pada kepercayaan kepada tim pelaksana serta komunikasi 

yang efektif antara pimpinan dan pelaksana kegiatan di lapangan. 

Pemberian kewenangan kepada tim lapangan dalam situasi tertentu 

dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat segera ditangani tanpa 

harus menunggu proses keputusan yang terlalu lama. 

  Selain itu, pimpinan juga menekankan pentingnya analisis cepat 

terhadap setiap permasalahan yang muncul agar solusi yang diambil dapat 

dipertimbangkan secara tepat. Apabila kondisi di lapangan mengalami 

perubahan, maka rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya juga 
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dapat disesuaikan kembali agar pelaksanaan pekerjaan tetap dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Pelaksanaan Program  

a. Kesiapan sumber daya manusia 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 Februari 2026  

dengan Bapak Riwansyah ST., MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya 

Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Air Minum mengenai 

kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pengelolaan 

drainase, diperoleh informasi bahwa ketersediaan tenaga kerja menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di 

lapangan. Menurut beliau, jumlah personel yang ada saat ini masih belum 

sepenuhnya mencukupi untuk menangani seluruh titik drainase yang 

tersebar di wilayah Kota Sibolga. Dalam wawancara tersebut beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Kalau dilihat dari segi jumlah dan kualitas, staf/pelaksana yang ada 

saat ini sebenarnya belum sepenuhnya mencukupi untuk menangani 

seluruh titik drainase yang jumlahnya cukup banyak. Dari sisi 

kualitas, personel yang ada sudah dibekali dengan pelatihan teknis 

terkait pemeliharaan drainase. Namun dari segi jumlah, tenaga yang 

tersedia masih perlu ditambah, mengingat cakupan wilayah Kota 

Sibolga yang cukup luas.” 

Lebih lanjut, Bapak Riwansyah ST., MM selaku kepala bidang 

menyatakan bahwa dari aspek kualitas, sumber daya manusia yang 

dimiliki telah memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan 

kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan drainase. Hal ini terlihat dari 
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adanya pembekalan yang memadai terhadap prosedur kerja dilapangan. 

Secara kemampuan teknis, pelaksanaan pekerjaan pada dasarnya telah 

didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 

Namun demikian, dari segi jumlah tenaga kerja masih terdapat 

keterbatasan, sehingga pelaksanaan kegiatan di beberapa titik drainase 

terkadang harus dilakukan secara bertahap. Kondisi ini disebabkan oleh 

luasnya wilayah kerja serta banyaknya saluran drainase yang perlu 

ditangani di Kota Sibolga. Oleh karena itu, penambahan jumlah personel 

dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan program pengelolaan drainase 

dapat berjalan lebih optimal serta mampu menjangkau seluruh wilayah 

yang membutuhkan penanganan. 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rejeki 

Parulian Sihombing, ST pada tanggal 4 Februari 2026 selaku Kepala Seksi 

Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Air Minum  

mengenai ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program 

pengelolaan drainase, diperoleh informasi bahwa dukungan peralatan kerja 

masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan di lapangan. Menurut beliau, beberapa peralatan yang digunakan 

untuk pekerjaan drainase belum sepenuhnya berada dalam kondisi siap 

pakai karena sebagian unit masih dalam proses perbaikan serta 



49 

 

peningkatan kesiapan peralatan. Dalam wawancara tersebut beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Untuk sarana dan prasarana, khusunya alat berat drainase, saat ini 

masih belum sepenuhnya memadai dan beberapa unit masih dalam 

perbaikan. Namun kami tetap menjaga peralatan yang ada, seperti 

dump truck dan alat pengeruk, melalui perawatan rutin. Hal ini agar 

peralatan bisa segara digunakan saat dibutuhkan, misalnya untuk 

pembersihan saluran setelah hujan deras.” 

Pendapat yang serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan 

Bapak Nelmi Saftari Tanjung pada tanggal 4 Februari 2026 selaku 

staff/pelaksana kegiatan di lapangan yang menyatakan bahwa fasilitas 

kerja serta peralatan keselamatan yang disediakan oleh instansi belum 

sepenuhnya memadai sehingga masih perlu dilakukan peningkatan guna 

menunjang keselamatan dan kenyamanan kerja para pelaksana kegiatan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam wawancara sebagai 

berikut: 

“Fasilitas keselamatan dan peralatan teknis sebenarnya sudah ada, 

tetapi belum sepenuhnya memadai sehingga masih perlu 

ditingkatkan. Kami biasanya dibekali rompi, sepatu bot, dan sarung 

tangan saat bekerja di lapangan. Namun, kami berharap ada 

pembaruan dan penambahan peralatan agar pekerjaan bisa 

dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.” 

c. Pelaksanaan kegiatan lapangan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2026  

dengan Bapak Nelmi Saftari Tanjung selaku staff/pelaksana kegiatan di 

lapangan, diperoleh informasi bahwa kegiatan pemeliharaan drainase 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan kerja yang dilakukan secara rutin 
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oleh tim pelaksana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan 

kondisi drainase tetap berfungsi dengan baik serta tidak mengalami 

penyumbatan yang dapat menghambat aliran air. Dalam wawancara 

tersebut beliau menyampaikan bahwa: 

“Alur kerja harian yang kami lakukan dalam pemeliharaan drainase 

biasanya dimulai dengan mengecek kondisi saluran drainase 

terlebih dahulu. Setelah itu kami membersihkan saluran drainase 

dari sampah, lumpur ataupun benda lain yang dapat menyumbat 

aliran air. Setelah proses pembersihan selesai, kami kembali 

mengecek kondisi drainase untuk memastikan bahwa saluran 

tersebut sudah berfungsi dengan baik.” 

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan di lapangan para pelaksana tetap mengikuti prosedur kerja yang 

telah ditetapkan. Prosedur tersebut dilakukan dengan melaksanakan 

pembersihan serta pemeriksaan kondisi drainase secara teliti agar kondisi 

saluran dapat dipastikan dalam keadaan baik dan mampu berfungsi secara 

optimal. 

d. Pemeliharaan dan Pengawasan drainase 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2026 

dengan Bapak Rejeki Parulian Sihombing, ST selaku Kepala seksi 

Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Air Minum 

mengenai kegiatan pemeliharaan dan pengawasan drainase, diperoleh 

informasi bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan 

secara langsung di lokasi drainase. Pengawasan tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim 
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pelaksana telah sesuai dengan spesifikasi teknis serta rencana kerja yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan drainase, kami 

biasanya turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan 

rutin. Pengawasan dilakukan melalui pengamatan langsung 

terhadap kondisi pekerjaan di lapangan serta memeriksa 

dokumentasi pekerjaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana telah 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.” 

Hal serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Windy 

Pratiwi, ST pada tanggal 4 Februari 2026 selaku staff/pelaksana kegiatan 

yang menyatakan bahwa pimpinan atau atasan secara rutin melakukan 

pengecekan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh tim di 

lapangan. Pengecekan tersebut dilakukan secara berkala sesuai dengan 

jenis pekerjaan dan kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan proyek. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam wawancara sebagai 

berikut: 

“Atasan biasanya melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan 

baik harian, mingguan, maupun bulanan tergantung pada jenis 

pekerjaan dan kebutuhan proyek. Setelah pekerjaan selesai, juga 

dilakukan pengujian di lapangan untuk memastikan bahwa hasil 

pekerjaan telah sesuai dengan standar. Selain itu juga dilakukan 

evaluasi terhadap hasil pekerjaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, 

waktu pelaksanaan, maupun biaya yang digunakan.” 

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan pengawasan tidak 

hanya dilakukan pada saat proses pekerjaan berlangsung, tetapi juga 

dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa hasil pekerjaan telah sesuai dengan standar yang telah 
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ditetapkan serta untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang 

dapat muncul setelah pekerjaan selesai dilakukan. Dalam pelaksanaan 

pekerjaan biasanya atasan juga melakukan koordinasi dengan tim 

pelaksana serta pihak-pihak terkait lainnya agar pekerjaan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana. Selain itu, pengecekan rutin juga dilakukan 

setelah pekerjaan selesai untuk memastikan bahwa pekerjaan telah 

diselesaikan dengan baik serta untuk mengidentifikasi jika ada masalah 

yang mungkin muncul sehingga dapat segera dilakukan tindakan 

perbaikan. 

 

e. Dampak program terhadap kondisi drainase 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 

Bapak Riwansyah ST., MM pada tanggal 5 Februari 2026 selaku Kepala 

Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Pemukiman, dan Air 

Minum mengenai dampak pelaksanaan program pemeliharaan drainase, 

diperoleh informasi bahwa program tersebut telah memberikan perubahan 

yang cukup positif terhadap kondisi drainase di beberapa wilayah Kota 

Sibolga. Menurut beliau, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program 

menunjukkan adanya perbaikan kondisi saluran drainase yang 

sebelumnya sering mengalami genangan air. Dalam wawancara tersebut 

beliau menyampaikan bahwa: 
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“Dari hasil evaluasi, program pemeliharaan drainase inisudah 

menunjukkan dampak positif, terutama dalam mengurangi titik 

genangan air. Di beberapa wilayah yang sebelumnya sering 

tergenang, sekarang kondisinya mulai membaik. Selain itu, air juga 

lebih cepat surut setelah hujan. Program ini juga ikut meningkatkan 

kesadaraan masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam 

drainase.” 

Hal serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Windy 

Pratiwi, ST pada tanggal 4 Februari 2026 selaku staf/pelaksana kegiatan 

yang terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan. Menurut beliau, 

setelah dilakukan perbaikan serta pembersihan saluran drainase, kondisi 

aliran air di beberapa lokasi menjadi lebih lancar dan tidak lagi 

mengalami luapan seperti sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh beliau dalam wawancara sebagai berikut: 

“Setelah drainase diperbaiki, dari pengamatan di lapangan air 

mengalir lebih lancar dan tidak lagi meluap saat hujan. Hal ini 

karena saluran sudah dibersihkan dari penyumbatan. Sebelumnya 

memang ada beberapa titik yang tersumbat, tapi sekarang sudah 

kembali normal. Bahkan warga juga menyampaikan bahwa 

genangan disekitar rumah mereka sudah berkurang.” 

4.2. Pembahasan  

 

4.2.1. Efektivitas Fungsi Actuating 

 

Pelaksanaan program pengelolaan drainase di Kota Sibolga 

menunjukkan bahwa fungsi actuating telah dijalankan sebagai upaya 

menggerakkan seluruh sumber daya organisasi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Darsa (2022) yang menyatakan bahwa fungsi actuating 

merupakan proses mengarahkan dan mengoordinasikan sumber daya agar 

tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Dinas Pekerjaan Umum 
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yang menangani bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan 

Permukiman, dan Air Minum memiliki peran penting dalam memastikan 

sistem drainase dapat berfungsi secara optimal guna meminimalisir 

genangan air di lingkungan permukiman. 

Secara operasional, kegiatan yang dilakukan meliputi pemeliharaan 

saluran, pembersihan sedimen dan sampah, serta pengawasan kondisi 

drainase di lapangan. Aktivitas ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program telah mengacu pada rencana yang ditetapkan. Namun demikian, 

efektivitas pelaksanaan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, 

melainkan dari sejauh mana tujuan dapat tercapai. Putra (2023) 

menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu 

program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan 

program telah disertai dengan pengawasan langsung, pelaporan berkala, 

serta komunikasi antar pelaksana. Hal ini menunjukkan adanya upaya 

untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan. Namun 

demikian, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, karena masih 

terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan 

yang dinamis. Ariyani dkk. (2024) menyatakan bahwa suatu program 

dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah 

berjalan secara terarah, namun belum sepenuhnya mencapai hasil yang 

maksimal. Dari perspektif fungsi actuating, hal ini mengindikasikan 

bahwa proses penggerakan organisasi telah berjalan, tetapi belum mampu 

mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan dalam aspek pengendalian dan evaluasi agar 

pelaksanaan program dapat memberikan hasil yang lebih optimal (Darsa, 

2022). 

Dalam aspek pemberian arahan dan instruksi kerja, dinas terkait 

telah melakukan berbagai upaya melalui rapat koordinasi, briefing, serta 

penyusunan dokumen teknis sebagai pedoman kerja. Syahputra (2023) 

menyatakan bahwa pengarahan merupakan bagian penting dari fungsi 

actuating yang bertujuan memberikan petunjuk kepada pelaksana agar 

pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa instruksi kerja pada umumnya telah disampaikan 

dengan jelas sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun, dalam kondisi 

tertentu masih terjadi penyesuaian akibat dinamika lapangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem pengarahan telah berjalan cukup baik, namun 

belum sepenuhnya bersifat antisipatif terhadap perubahan kondisi di 

lapangan. Dengan demikian, meskipun kejelasan instruksi telah 

terpenuhi, masih diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan dan 

konsistensi pelaksanaan (Darsa, 2022). 
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Koordinasi antar pelaksana program juga menunjukkan peran 

penting dalam mendukung kelancaran kegiatan. Koordinasi dilakukan 

melalui rapat rutin, komunikasi digital, serta laporan perkembangan 

pekerjaan. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menyelaraskan 

aktivitas organisasi. Syahputra (2023) menyatakan bahwa koordinasi 

merupakan bagian dari fungsi actuating yang bertujuan menyatukan 

berbagai kegiatan agar berjalan secara terpadu. Meskipun demikian, 

dalam situasi tertentu koordinasi masih belum sepenuhnya responsif 

terhadap permasalahan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

mekanisme koordinasi yang ada masih perlu diperkuat agar mampu 

mengakomodasi dinamika pelaksanaan program secara lebih efektif. 

Ariyani dkk. (2024) juga menegaskan bahwa koordinasi yang baik akan 

meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. 

Motivasi kerja pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung 

keberhasilan pelaksanaan program. Pimpinan telah berupaya menjaga 

motivasi melalui pemberian apresiasi, komunikasi terbuka, serta 

lingkungan kerja yang kondusif. Darsa (2022) menyatakan bahwa 

motivasi merupakan unsur penting dalam fungsi actuating yang berperan 

dalam mendorong kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi kerja pegawai tergolong baik, ditandai dengan adanya komitmen 

dalam melaksanakan tugas. Namun demikian, kondisi pekerjaan yang 

memiliki tingkat risiko cukup tinggi menunjukkan bahwa motivasi perlu 

terus dijaga secara berkelanjutan. Luqman (2023) menyatakan bahwa 
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motivasi kerja yang baik akan meningkatkan komitmen pegawai dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Dari sisi kepemimpinan, gaya yang diterapkan cenderung adaptif 

dengan memberikan kepercayaan kepada pelaksana di lapangan. Hal ini 

menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. 

Syahputra (2023) menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif mampu 

mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Dengan demikian, kepemimpinan dalam program ini dapat dikatakan 

telah berjalan dengan baik, meskipun tetap memerlukan penguatan dalam 

aspek pengawasan. 

4.2.2. Pelaksanaan Program 

 

  Pelaksanaan program pengelolaan drainase di Kota Sibolga sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama 

kegiatan. Dari sisi kualitas, tenaga kerja yang tersedia telah memiliki 

kompetensi yang cukup melalui pelatihan teknis yang relevan. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara kualitas, sumber daya manusia telah mampu 

mendukung pelaksanaan program. Putra (2023) menyatakan bahwa kualitas 

sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan 

efektivitas suatu program. Namun demikian, dari segi kuantitas masih 

terdapat keterbatasan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan 

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, sehingga berpotensi 

menghambat pencapaian tujuan program secara menyeluruh. Darsa (2022) 
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menegaskan bahwa dalam fungsi actuating, sumber daya manusia harus 

dikelola secara optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

  Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam 

mendukung pelaksanaan program. Ketersediaan peralatan seperti kendaraan 

operasional dan alat pengeruk telah membantu kelancaran kegiatan. Ariyani 

dkk. (2024) menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang memadai akan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Namun 

demikian, beberapa peralatan masih belum dalam kondisi optimal, sehingga 

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kholik (2023) 

menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan fungsi actuating. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

kualitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. 

  Pelaksanaan kegiatan lapangan menunjukkan bahwa seluruh 

tahapan kerja telah dilakukan secara sistematis, mulai dari pemeriksaan 

kondisi drainase hingga evaluasi hasil pekerjaan. Hal ini mencerminkan 

bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai prosedur. Robbins dan 

Coulter (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan merupakan bagian 

dari fungsi manajemen yang berfokus pada realisasi rencana menjadi 

tindakan nyata. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan masih 

cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah muncul permasalahan 

seperti genangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif 

masih perlu ditingkatkan agar permasalahan dapat diantisipasi sejak dini 

(Darsa, 2022). 
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  Dalam aspek pengawasan, kegiatan telah dilakukan secara rutin 

melalui pemeriksaan lapangan dan evaluasi berkala. Hal ini menunjukkan 

adanya upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Syahputra 

(2023) menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk 

memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun 

demikian, cakupan pengawasan masih belum merata di seluruh wilayah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan masih perlu ditingkatkan, baik 

dari sisi intensitas maupun jangkauan, agar pelaksanaan program dapat 

terkontrol secara optimal. 

  Dari sisi dampak, program pengelolaan drainase telah memberikan 

hasil yang positif, seperti berkurangnya genangan dan meningkatnya 

kelancaran aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa program telah 

memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan. Putra (2023) 

menyatakan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari dampak yang 

dihasilkan terhadap kondisi yang menjadi sasaran program. Namun 

demikian, dampak tersebut belum merata di seluruh wilayah, sehingga 

efektivitas program masih perlu ditingkatkan. Veerappan (2024) 

menyatakan bahwa efektivitas program dapat diukur dari hasil nyata yang 

dirasakan secara luas oleh masyarakat. 

  Dengan demikian, pelaksanaan program pengelolaan drainase di 

Kota Sibolga telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat berbagai 

keterbatasan yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan pada aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 
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pendekatan preventif, serta pengawasan agar tujuan program dapat tercapai 

secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas fungsi 

actuating dalam pelaksanaan program pengelolaan drainase oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sibolga, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut: 

1. Kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan menunjukkan bahwa 

kegiatan pengelolaan drainase telah dilaksanakan secara terarah melalui 

mekanisme pengawasan langsung, pelaporan berkala, serta komunikasi 

antar pelaksana. Meskipun demikian, tingkat pencapaian tujuan belum 

sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber 

daya serta dinamika kondisi lapangan yang berubah-ubah. 

2. Pemberian arahan dan instruksi kerja telah dilaksanakan secara sistematis 

melalui rapat koordinasi, kegiatan briefing sebelum pelaksanaan 

pekerjaan, serta penyediaan dokumen teknis sebagai pedoman kerja. 

Instruksi yang diberikan pada umumnya telah jelas dan dapat dipahami 

oleh pelaksana, namun dalam implementasinya masih memerlukan 

penyesuaian terhadap kondisi faktual di lapangan. 

3. Koordinasi antar pelaksana program telah berjalan melalui berbagai 

bentuk komunikasi, baik formal maupun informal, seperti rapat rutin, 

laporan perkembangan pekerjaan, serta pemanfaatan media komunikasi 

digital. Akan tetapi, koordinasi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan 

responsivitas yang optimal dalam menghadapi permasalahan yang muncul 

secara mendadak di lapangan. 
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4. Motivasi kerja pegawai dan kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan 

menunjukkan kondisi yang relatif baik, yang ditandai dengan adanya 

pemberian apresiasi, komunikasi yang terbuka, serta penerapan gaya 

kepemimpinan yang adaptif. Pimpinan juga memberikan ruang bagi 

pelaksana untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, meskipun 

aspek pengawasan masih perlu diperkuat guna menjaga konsistensi 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Kesiapan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana 

menunjukkan bahwa secara kualitas, tenaga kerja telah memiliki 

kompetensi yang memadai. Namun demikian, secara kuantitas masih 

terdapat keterbatasan jumlah personel. Selain itu, kondisi sarana dan 

prasarana yang belum sepenuhnya optimal turut mempengaruhi kelancaran 

pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

6. Pelaksanaan kegiatan lapangan, pengawasan, serta dampak program 

menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara sistematis sesuai 

prosedur melalui tahapan pemeriksaan, pembersihan, dan evaluasi. 

Pengawasan telah dilakukan secara berkala, namun belum menjangkau 

seluruh wilayah secara merata. Program pengelolaan drainase ini telah 

memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi saluran air, 

meskipun hasilnya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. 

5.2. Saran 
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Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan kesesuaian pelaksanaan program dengan 

tujuan, disarankan agar instansi terkait menyusun indikator capaian kinerja 

yang lebih terukur serta melakukan evaluasi berbasis data lapangan secara 

berkala, sehingga setiap deviasi pelaksanaan dapat segera diidentifikasi 

dan ditindaklanjuti secara tepat. 

2. Terkait pemberian arahan dan instruksi kerja, disarankan agar penyusunan 

pedoman teknis dilengkapi dengan skenario kondisi lapangan yang 

beragam, serta dilakukan briefing yang lebih komprehensif sebelum 

pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksana memiliki kesiapan dalam 

menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. 

3. Dalam aspek koordinasi antar pelaksana, disarankan agar dibangun sistem 

komunikasi yang lebih terintegrasi, misalnya melalui penetapan alur 

koordinasi yang jelas serta penggunaan platform komunikasi yang 

terpusat, sehingga penyampaian informasi dan penanganan masalah dapat 

dilakukan secara lebih cepat dan efektif. 

4.  Dalam upaya meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas kepemimpinan, 

disarankan agar pimpinan secara konsisten memberikan penghargaan 

berbasis kinerja, serta memperkuat sistem pengawasan lapangan melalui 

penjadwalan monitoring yang lebih terstruktur, sehingga keseimbangan 

antara kepercayaan dan kontrol dapat terjaga. 
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5. Dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana 

disarankan agar dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja sesuai 

kebutuhan wilayah kerja, serta pengadaan dan peremajaan peralatan kerja 

secara bertahap, khususnya pada peralatan yang mendukung kegiatan 

teknis di lapangan. 

6. Terkait pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pemerataan dampak 

program disarankan agar instansi terkait mulai menerapkan pendekatan 

preventif melalui pemetaan wilayah rawan genangan, meningkatkan 

frekuensi pengawasan di seluruh wilayah, serta memastikan bahwa 

program pengelolaan drainase dilaksanakan secara merata sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 
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